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ANGGARAN DASAR

PENS,ATUAN XONSUTIAI{ INDOI\IESIA
( PERKINDO )

ANGGARAN DASAR
MU(AOIMAH

Bahwa sesungguhnya salah satu tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk menciptakan masya€kal
adil, makmua dan sejahte€ yang berasaskan Pancasila- Oleh karena itu segenap lapjsan masya€kat
sudah seharusnya turut seata menj€di pelaku pernbangunan sesuai dengan keahlian masing-masing.
Bahwa pembordayaan Konsultan Perusahaan dan Perorangan yang profesion€|, berelika dan b€moral
merupakan panogilan suciagaa dapat terwujud peningkatan mulu pemb€nguoen Nasional berkelanjulan-

Bahwa unfuk melakukan pembeadayaan teasebut pedu dibentuk suatu wadah yang dapat mempersatukan
dan memperjuangkan kepentingan nasyarekat jasa konsultansi sebagai m;tl6 Pemerintah dalam
molaksanakan p€mbangunan.
Menyadari akan hal tersebut, dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dibenluk PERSATUAN
KONSULTAN INDONESIA dengan Anggaran Dasar sebagai berikut.

BAB I

Dalam Angga€n Dasar ini y€ng dirnaksud d€ngan:
1. Anggaran D€sar yang selanjuinya disebut AD adalah anggaran dasar PERKINDO dan semua

perubah€nnya dad waktu ke waktu.
2. Anggaran Rumah Tangga yang selanjubya disebut ART adalah poraturan rumah langga

PERKINOO yang disusun DPP ur(uk melengkapi AD ini.
3. Anggota Formatur adalah orang yang dipilih oleh Ketua Formatu dari calon{alon Ketua Umum

Harian DPP atau DPD yang iidak terpilih dalam ITUNAS atau MUSDA
4. Anggota PERKINDO s€lanjutnya disebut Anggota adalah Konsultan yang mendanarkan diri dan

diterima menjadi anggota PERKINDO
5, Daorah adalah wilayah Provinsi atau wilayah Kota/Kabupaten yang berada dalam wilayah Negara

R€publik Indonesia
5. Dewan Kehormatan adalah D6wan Kehormatan PERKINDO sebagaimana diaturdalam ADini
7. Dewan Pakar adalah Dewan Pakar PERKINDO sebagaimana diatu. dalam AD ini
a. Dewan Pongurus Daerah yang selanjutnya disebut oPD adalah pengurus PERKINDO di tingkat

Da€rah.
9. D6wan Pengurus Pusat yang selanjutnya disebut DPP adalah pengurus PERKINDO di tingkat

Nasional.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PERKINDO yang melakukan fungsi pengawasan dan

pembeian nasihat sebagaimana d;atur dalam AD ini
:.1. Fomatur adalah kelemb€gean sementara (ad-hoc) yang disahken oleh MUNAS untuk membentuk

Pengutus Harian DPP atau DPD yang diketuai oleh Calon Ketua Umum Hari€n DPP atau DPD yang
terpilih dalam MUNAS atau MUSDA

12. Kolua Formatur adalah Ketue Uftum DPP atau Ketua DPD yang terpilih dalam IIUNAS atau
MUSDA

r--...-..- \)

Y, / t t t \  / .
? L \



13. Kode Etik adalah kode etik PERKINDO, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu
14. Konsultan adalah Konsultan Konskuksi dan Konsultan Non-Konshuksi atau Konsultan Peforangan

dan Konsultan Perusahaan
15. Konsultan Konstruksi adalah Konsultan Perorangan atau Konsultan Perusahaan yang membeikan

Konsultansi Konstruksi
16. Konsultan N6n-Konstruksi adalah Konsultan Perorangan atau Konsultan Perusahaan yang

memberikan Konsultansi Non-Konstruksl
17. Konsuttan Perorangan adalah orang-percEngan Warga Negara lndonesia yang memberikan

Konsultansi
18. Konsultan Perusahaan adalah Badan Usaha, baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang

memberikan Konsultansi
19. Konsultansi adalah Konsultansi Konshuksi dan Konsultansi Non-Konstruksi yang dilaksanakan

menurut ketentuan hukum negara Republik Indonesia
20. Konsultansi Konstruksi yang 6elanjutnya disebut dengan Konsultansi adalah layanan keseluruhan

atau sebagian kegiatan yang melipLrti pengkajian, perencanaan, peEncangan, pengawasan, dan
manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

21. Konsultansi Non-Konstruksi adalah Demberian Jasa Konsultansi Non konhuksi menurut hukum dan
perundangan yang berlaku

22. [,/]ajelis Pendiri adalah Majelis Pendiri PERKINDO sebagaimana diatur dalam AD ini
23. Musyawarah Daerah/ Rapat Anggota tingkat Dae€h yang selanjutnya disebut dengan MUSDA

adalah forum musyawarah Anggota PERKINDO pada tingkat Daerah
24. Musyawarah Nasionay Rapat Anggota tingkat Nasional yang diselanjutnya disebut dengan MUNAS

adalah forum musyawarah Anggota PERKINDO pada tingkat Nasional yang merupakan Organ
PERKINDO yang paling tinggi.

25. Nasionaladalah seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
26. Persatuan Konsultan Indonesia yang selanjutnya disebut PERKINDO aCalah orcanisasi yang

mewadahi Konsultan yang dibentuk 6ejak 30 November 2006
27. Rapat Kerja Daerah yang selanjutnya disebut R€kerda adalah rapat kerja tingkat Daerah yang

dilaksanakan untuk membedkan pedoman kepada DPD dalam rangka melakuk€n pengurusan
PERKINDO pada tingkat Daerah

28. Rapat Kerja Nasional yang selanjutnya disebut Rakernas adalah rapat ke4a tingkat Nasional yang
dilaksanakan untuk memberikan pedoman kepada DPP dalam rangka melakukan pengurusan
PERKINDO pada tingkat Nasional.

29. Tahun Buku adalah periode yang dimulai pada tanggal 'l (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31
{tiga puluh satu) Desember tahun kalender yang sama.

30. Tata Laku adalah tata laku PERKINDO, sebagaimana diubah dai waktu ke waktu
31. WakilAnggota adalah or€ng-perorangan yang berdasarkan catatan PERKINDO berhak secara sah

betindak mewakili Anggota

BAB II
NAMA. KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal2
Nama

Persatuan inidiberi nama PERSATUAN KONSULTAN INDONESIA, yang disingkat PERKINDO.

Pasal 3
Kedudukan

(1) DPP PERKINDO beftedudukan di lbukota Negara Republik Indonesia
(2) Pada tiap Provinsi, dapat dibentuk DPD, yang berkedudukan di lbukota Pemerintah Provinsi.
(3) Pada tiap Kota/Kabupaten, dapat di bentuk DPD yang berkedudukan di lbukota Pemerintah

Kota/Kabu paten.
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Pasal4
Waktu dan TemPat

PERKINDO didhikan pada t€nggal 30 November 2006 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya-^

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5
Maksud dan Tujuan PERKINDO

PERKINDO adalah perkumpulan yang bergerak di bidang sosial yang didirikan dengan riaksud untuk
mengembangkan komampuan para Anggota, dengan tujuan untuk membina dan memberdayal€n
Anggota, agar dapat berpartisipasi dalam pro6es dan peningkatan mutu Pembangunan N€sional yang
berkelaniutan untuk mencapai masyarakat adil, makmurdan sejahtera-

BAB IV
LAMBANG

Pasal 6

PERKINDO meryliliki Lambang yang diatur lebih lanjut dalam ART.

' .+1?,Y.
Pasal 7

(1) PERKINDO adalah persatuan Kon6ultan, yang terdiri dafi Konsultan Perusahaan dan Konsultan
PerorangaG yang memberikan Konsultansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
beflaku di Indonesia.

(2) Anggota PERKINDO adalah Anggota yang profesional, beretika, bermo€|, bermitra dan independen

BAB VI
ASAS, FUNGSI DAN STRATEGI

Pasal 8
Asas

PERKINDO berasaskan PANCASILA
Pasal I
Fungsi

PERKINDO berfungsi sebagai wadah kemihaan, komunikasidan koodinasi antar Anggola, guna :
1. lremperkpkoh persatuan dan kesatuan antar Anggota,
2. Mempertahankan dan meningkatkan moral, etika, kemihaan, profesionalisme dan independensi

semua Anggota,
3. l\,,leningkatkan peran serta seluruh Anggota dalam Pembangunan Nasional beakelanjutan

menyongsong era globalisasi.
4. llelayanj dan melindungi kepentingan semua Anggota.

Pasal 10
Strategi

PERKINDO wajib mengupayakan tepenuhinya kepentingan Anggota baik ke dalam maupun ke luar
dengan pfinsip persaingan sohat, yang berifat iransparan, dapat dipertanggung jawabkan dan tidak
melanggar pefatufan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB VII
KEANGGOTAAN

Pasal 1'l
Anggota PERK|NDCIierdiri dari :
a. Anggota Penuh

Anggota Penuh adalah Konsulian Perusahaan, yang seluruh saham atau penyertaan modalnya
dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau Republik Indonesia, berkedudukan di Indonesia yang
memberikan Konsultansi.

b. Anggota Terbatas
Anggota Terbatas adalah cabang daridadAnggota Penuh.

c. Anggota Asing
Anggota Asing adalah Konsultan Perusahaan, yang sebagian atau seluruh kepemilikan saham atau
penyertaan modalnya dimiliki oleh WaBa Negara Asing atau Pemerintah Negara As;ng, yang
didiikan di wilayah hukum Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia atau cabang atau perwakibnnya yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia, yang
memberkan Konsultansi

d. Anggota Konsultan Perorangan
Anggota Konsultan Perorangan adalah Konsultan Percrangan, yang terd'ri dari satu atau beberapa
ofang berprofesi sebagai Konsultan, baik Warga Negara Indonesia malpun sebagai Warga Negara
Asing, yang memberikan Konsultansi

e. Anggota Kehormatan
Anggota Kehofmatan adalah orang perorangan yang sangat berjasa terhadap PERKINDO, yang
pengangkatannya didasarkan pada Keputusan DPP.

Pasal 12
Hak dan Kewajiban Anggota

('1) Hak-hak Anggola adalah sebagai bedkul
a. Hak setiap Anggota Penuh

'1) lrendap€i pembinaan, bimbingan, perlindungan dan pelayanan yang sama dari PERKINDO,
2) lrengikuti segala kegiatan PERKINDO sesuaiaturan dan ketentuan organisasi,
3) Hak bicara dalam musyawarah dan forumjorum organisasi,
4) Mempunyai 'l (satu) hak suafa dalam pengambilan keputusan pada mu6yawarah dan forum_

forum organisasi, kecuali yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran
iuran Anggota dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut.

5) Hak dipilih sebagai pengurus padajenjang kepengurusan PERKINDo
b. Hak setiap Anggota Te$atas

1) lvlendapat pembinaan, bimbingan, perlindungan dan pelayanan yang sama dari PERKINDO,
2) l,Iengikuti segala kegiatan PERKINDO sesuai aturan dan ketentuan organisasi, kecuali

sebagai Utusan Propinsi pada MUNAS,
3) Hak bicara dalam musyawarah dan forumJorum organisasi,
4) Mempunyai 1 (satu) hak suara dalam pengambilan keputusan pada musyawa€h dan forum-

forum organisasi, kecuali yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran
iuran Anggota dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut.

5) Hak dipilih sebagai pengurus padajenjang kepengurusan PERKINDO, kecuali sebagai Ketua
lJmum DPP dan sebagai Ketua DPD.

c. Hak setiap Anggota Asing
1) Mendapat pembinaan, bimbingan, perlindungan dan pelayanan yang sama dari PERKINDO,
2) Mengikuti segala kegiatan PERKINDO sesuai aturan dan ketentuan organisasi, kecuali

sebagai Utusan Propinsi pada MUNAS dan Peserta Penuh pada MUSDA.
3) Hak bicara d€lam musyawarah dan forumjorum oqanisasi,
4) lvlempunyai 1 (satu) hak suara dalam pengambilan keputusan pada musyawarah dan forum-

forum orcanisasi bagi kelipatan 10 (sepuluh) Anggota Afiliasi, kecuali yang bersangkutan
tidak melaksanakan kewajiban pembayaran iuran Anggota dalam waktu 3 (tiga) tahun
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berturut-tu rut,
5) Hak dipilih sebagai pengurus pada jenjang kepengurusan PERKINDO' kecuali sebagai Ketua

lJmum DPP dan sebagai Ketua DPD.

d. Hak setiap Anggota Konsultan Perorangan
1) Mendapat plmbinaan, bimbingan, perlindungan dan pelayanan yang sama dariPERK|NDo'
2i Mengikuti segala kegiatan PERKINDo sesuai aturan dan kelentuan oqanisa6i' kecuali

sebagai Utusan Propinsipada MUNAS dan Peserta Penuh pada MUSDA.
3) Hak bicara dalam musyawar€h dan forum_forum organisasi
4) lvlempunyai 1 (satu) hak suara dalam pengambilan keputusan pada musyawarah dan forum-

foi.im organisasi bagi kelipatan 30 (tiga puluh) Anggota Konsultan Percrangan' kecuali yang
bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran iuran Anggota dalam vv€ktu 3 (tiga)
tahun bedurut-turut.

5) Hak dipilih sebagai pengurus pada jenjang kepengurusan PERKINDO, kecuali sebagai Ketua
lJmum DPP dan sebagai KetLla DPD.

e. Hak setiap Anggota Kehormatan
1) Mendapat pembinaan, bimbingan, perlindungan dan pelayanan yang sama dariPERK|NDO'
2) lrengikuti segala kegiatan PERKINDo sesuai aturan dan ketentuan organisasi' kecuali

sebagai Utusan Propinsipada MUNAS dan Peserta Penuh pada [,ilUSDA
3) Hak bicara dalam musyawarah dan forumJorum organisasi.

{2) Seluruli Anggota berkewajiban untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, AD dan
ART PERKINDo, peraturan dan ketentuan organisa6i yang dikeluarkan oleh jajaran perangkat
organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) AD.

Pasal 13
Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan PERKINDO berakhir karena I

b.
Mengundu*an diri,
Diberhentikan oleh DPP karena tidak memenuhi kewajiban sebagai Anggota atau tidak lagi memenuhi
persyaratan sebagai Anggota,

c. Putusan pengadil€n yang berkekuatan hukum tetap yang mencabut izin operasional Anggota atau
dinyatakan pailit berdasa*€n putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri'

d. Diberhentikan berdasarkan Ketetapan ML,NAS karena pelanggaran Kode Etik,
e. Khusus Anggota Konsultan Percrangan dan Anggota Kehomatan, meninggal dunia

BAB VIII
ORGANISASI

Pasal 14
Perangkat, Landasan dan Ketentuan Organisasi

(1) PERKINDO memp'rnyai perangkat organisasi sebagai befikut :
a. Kelembagaan Tingkat Nasional

1) Majelis Pendlri
2) DPP
3) Dewan Pengawas Pusat
4) Dewan Kehormatan
5) Dewan Pakar

b. 
_Kelembagaan 

Tingkat Daerah
1) DPD
2) Dewan Pengawas Daerah

c. Badan-Badan Tingkat Nasional yang dibentuk oleh DPP dari waktu ke waktu sesuai dengan
kebutuhan DPP.

d. Badan-Badan Tingkat Daerah yang dibentuk oloh DPD dari waktu ko waktu sesuai dengan

t )
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kebutunan uPU.
e. Forum-forum Tingkat Nasional

1) rruNAs
2) Rapat Kerja Nasional
3) Rapat Pinpinan Nasional
4) Forum-forum lain

f. Forum-forum Tingkat Daerah
1) MUSDA
2) Rapat Kerja Daerah
3) ForumJorum lain

(2) PERKINDO mempunyai hiraftidan landasan skuKural organisasi sebagai berikut:
a. Undang-undang Dasar '1945 Negara Kesatuan Republik

Indonesia sampai dengan Am€ndemen ke-4 UUD '1945 dan perubahan-perubahan selanjutnya;
b. Undang-Undang dan peraturan perundang_undangan lainnya yang berlaku sebagaimana

diubah dan dariwaktu ke waktu;
AD dan ART
Ketetapan MUNAS
Keputusan Rapat Kerja Nasional
Keputusan DPP
Ketetapan MUSDA
Keputusan Rapat Kerja Daerah
Keputusan DPD

c,
d.

f.
c.
h.
i .

(3) Setiap perangkat organisasi PERKINDO hanya dapat membuat Ketetapan/ Keputusan sesuai
dengan jenjangnya, dan tidak boleh bertentangan dengan Ketetapan/ Keputusan yang dibuat oleh
perangkai organisasi lebih tinggi.

(4) Peraturan, Keputusan atau Ketetapan yang secaE hirarkis dikeluarkan oleh organisasi PERKINDO
yang lebih rendah, sebagaimana ditentukan dalam ketontuan ayat (2) di atas dapat dibatalkan oleh
perjturan, Kepulusan atau Ketetapan yang 66cara hira*is dikeluarkan oleh organisasi PERKINDO
yang lebih tinggi dengan ketentuan bahwa peraturan, K€putusan atau Ketstapan yang secara
hifarkis dikeluarkan oleh organisasi PERKINDO yang lebih rendah tersebut terbukti bertenlangan
atau tidak sesuai dengan UUD 1945 dengan perubahannya, undang_undang dan peraturan
perundang-undangang yang berlaku serta AD dan ART

(5) Jika terjadi kekeliruan atau kesalahan lerhadap suatu Ketetapan/Keputusan, maka Ketetapan/
Keputusan dapat dibatalkan atau diperbaiki dengen Su€t KetetaparvKeputusan yang dibuat oleh
perangkat organisasi yang lebih tinggi

(6) Kecuali ditentukan lain didalam AD ini, sistem pengambilan Keputusan sebagaiberikutl
a. SemlJa keputusan yang diambil dalam musyawarah/rapat diusahakan dengan c€ra musyawarah

untuk mufakat,
b. Bibmana dengan jalan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai kesepakatan, maka

Ketetapan/Keputusan diambil dengan suara terbanyak

Pasal 15
Majelis Pendiri

(1) Majelis Pendiri adalah sekumpulan orang yang mempunyai visi dan misi yang sama' yang telah
bersepakat lntuk mendkikan Persatuan Konsultan Indonesia, sebagai mana tercantum dalam Akte
Pendirian PERKINDO.

(2) Wewenang l,,lajelis Pendid adalah:

r;
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(2)

( 1 )

a. I\rerekomendasikan n€ma-nama Anggota Dewan Pengawas untuk diangkat oleh MUNAS'
b. Merekomendasikan nama-nama Anggota Dewan Kehormatan untuk diangkat oleh [,'IUNAS'
c. Merekomendasikan nama-nama Anggota Dewan Pakar untuk diangkat oleh MUNAS
d. Melakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan BakalCalon Ketua Umum DPP dan Ketua DPD,

Selanjutnya untuF menghindari ke€gu-raguan, maka yang dimaksudkan deng€n rekomendasi dalam
hurufi , b dan iirruf c di atas adalah usulan yang tidak mengikat dari Majelis Pendiri kepada ITUNAS
yang pelaksanaannya harus dida6arkan pada Ketetapan llajelis Pendiri. Dan sebagai tindak lanjut
dari pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan, maka lrajelis Pendid berkewajiban untuk menyusun
dan menetapkan prosedur standar, kriteria dan pedoman pelaksanaan lJjl Kepatutan dan Kelayakan.

Setiap anggota Llajelis Pendiritidak dapat bertindak atau mengambil keputusan secara sendiri-sendid.
Untui bertindak atau mengambil kepuausan, maka Maielis Pendiri akan menyusun dan menetapkan
pfosedur standar, kriteria dan pedoman pengambilan keputusan Majelis Pendid.

"ft""*::'
Musyawarah Anggota terdiri dari musyawar€h di tingkat Nasional yang selanjutnya disebut MUNAS
dan Musyawarah ditingkat Daerah yang selanjutnya disebut MUSDA

MUNAS merupakan perangkat organisasi tertinggi PERKINDO di tingkat Nasional' dan MUSDA
merupakan pe€ngkat organisasi tertinggi di tingkat daerah.

lvlUNAS/ [,4UsDA diselenggarakan 1 (satu) kalidal€m 5 (lima) tahun

Musyawarah dihadiri oleh I
a. MUNAS dihadirioleh Peserta Penuh yang terdid dari Utusan D€erah, DPP lengkap' dan Dewan

Pengawas, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, serta ljndangan lainnya sebagai Peserta
Peninjau.

b. MUSDA dihadiri oleh Peserta Penuh yang terdiri dariAnggota di daerah yang bersangkutan dan
DPD lengkap, serta Undangan lainnya sebagaipeserta Peninjau.

(5) Wewenang MUNAS adalah :' ' 
a. Membahas dan mengambil keputusan atas pedanggung-jawaban yang disampaikan oleh DPP.
b. lrembahas masalah orcanisasi dan masalah-masalah penting yang ada hubungannya dengan

tugas, usaha dan kewajiban PERKINDO ditingkat nasional.
c. Ivlenetapkan Rencana Strategis PERKINDO.
d. Menetapkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi
e. Mencabut dan atau membatalkan sesuatu ketetapan yang telah dilaksanakan atau sedang

be aku, dan mengeluarkan kotetapan yang baru.
f. Menyusun 6erta mensahkan Kode Etik PERKINDO.
g. lvlemilih '1 (satu) orang Ketua Umum DPP selaku Ketua Fomatur dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang

Anggota Formatur DPP.
h. Mengangkat dan memborhentikan DPP, Dewan Pengawas Pusat, Dewan Kehormatan, dan

Dewain Pakar.

(6) Wewenang MUSDA adalah :' 
a- Membahas dan mengambil keputusan alas pertanggung-jawaban yang disampaikan oleh DPD.
b. Menyusun pedoman program kerja, membahas masalah organisasi dan masalah-masalah

penting yang ada hubungannya dengan tugas, usaha dan kewajiban PERKINDO di tingkat
Daerah-

c. Menetapkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi di tingket
0aeran.

d. Mencabut dan atau membatalkan sesuatu ketetapan yang telah dilaksanak€n atau sedang
berlaku, dan mengeluarkan ketetapan yang baru.
lremilih 1 (satu) orang Ketua DPD selaku Ketua Formatur dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang
Anggota Formatuf DPD.

(3)

(4)
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I Meng€ngkat s6rta m€mberhentikan DPD dan Dewan Pengawas Daerah.

(7) Selain lvlUNAS dan MUSDA dapatjuga diselenggarak€n MUNAS lstimewa/ MUSDA lstimewa.
a. Dalam keagaan mendesak, pad€ tingkat nasional maupun dae€h, dapat diselenggarakan

musyawarah, selanjutnya masing-masing disebut MUNAS lstimewa dan MUSDA lstimewa,
semata-maia dimaksudkan untuk moneyelesaikan masalah yang mendesak tersebut.
Untuk menghindari keragu-raguan, maka yang dimaksudkan dengan k€adaan mend€sak adalah
koadaan yang menurut pandangan DPP dan D€wan Pengawas perlu untuk mempeaoleh
keputusan MTJNAS aiau MUSDA terhadap hal{al yang belum ata! belum cukup diatur dalam
AD dan/ etsu ART.

b. MUNAS lstimewa dapat diselenggarakan €tas pemintaan :
1) DPP. atau
2) Rapat Kerja Nasional, atau
3) Sojumlah DPo

c. MUSDA lstimewa dapat diselenggarakan atas permintaan :
1) DPD, atau
2) Rapat K€rja Dae.ah, atau
3) Sejumbh Anggota

Pasal 17
Dewan Penguaus Pusat

{1) Pengurus PERKINDO ditingkat Nasional disebut DPP yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum.

{2} Susunan DPP melipriti:
a. DPP Haden terdiri daaj soorang Kotua Umum dan sekurang-ku€ngnya 3 (tiga) orang Wakil Kefua

Umum, seorang S€kretaris Jenderal, sekurang-kurangnya 3 (tiga) otang Wak, Sekretaris
J€nderat, seorang Bendahara Umum serta sekuEng-kurangnya seo€ng W€kil Berdahara
umum.

b. DPP Lengkap tordiri dari DPP Harian dan pengurus Badan-Badan Tingkat Nasional yang
ditetapkan oleh DPP Hadan sesuaidengan kebutuhan DPP-

{3}MEsaj€betan DPP adalah 5 (lima) tahun.

{4) OPP Harian bertindak mewakili PERKINDO di dalam maupun di luar Pengadilan.

{5} Ketua Umum dan Sekertaris Jenderalbertind€k mew€kiliDPP Hari6n.

{6) Dalam hal K€tua Umum berhalangan sementara, maka Wakil Ketua Umum yang membawahi Bidang
Organisasi demi hukum berlind€k mewakili Ketua Umum.
Untuk menghindari keragu-raguan, maka sehin jika terbukti berhahngan tetap, maka ketidakhadiran
Ketua Umum diperlakukan 6ebagai berhalangan sertentaE. Yang dinamakan berhalangan fet]ap
adalah apabila yang bersangkutan tid6k lagi memenuhi kreiteia sebagai Ketua Umum

{7) Dalam hal Sekertaris Jond€ral berhalangan sementara maka Wakil Sekertaris Jond€ral I demi hukum
beMenang mewaki,i Sekert€ris Jendoral-
Untuk menghindari keragu-raguan, maka selain jika terbukti borhalangan tetap, maka ketidakhadiran
Sekeri6ris Jenderal diperlakukan sebagai berhalangan semGntarar. Yang clinamakan berhalangat
tetap adalah apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi kreiteria sGbagai Sokertaris Jenderal.

{8) Dala; hal Ketua Umum berhalangan tetap, maka:
a. dalam jangka waktu 30 hari te.hatung Ketua Umum berhalangan tetap DPP Harian yang ada akan

memilih salah satu dari Wakil K6tua Umum yang ada untuk dikukuhkan menjadi Ketua Umum;
b. Mekanisme pemilihan oleh DPP akan diatur secara khusus oleh DPP.

Untuk menghindad keragu+aguan selama belum terpilih Ketua Umum yang b6ru, maka Wakil
Kelua Umum yang membawahi Bidang Organis€si demi hukum bertindak mewakili Ketua Umum.
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(9) Dalam hal Sekertaris Jenderal berhalangan tetap; maka DPP Harian yang ada akan memilih salah
s6tu dari Wakil Sekertaris Jenderal yang ada untuk dikukuhkan menjadi Sekedaris Jenderal-
Mekanisme pe.nilihan oleh DPP tersebut aken diatur secara khusus o'eh DPP.
Untuk menghindari keragu-raguan s€lama bglum terpilih Sekedaais Jenderal yang baru, maka Wakil
Sekertaris J€ndqral I demi hukum b€Fdenang mewakili Sekerta.is Jende€l

(1o)Kotua Umun DPP dapat menduduki jabal€n tersebut sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa bakti
secaael Deturutan.

(11)DPP Harian disusun oleh Ketua Umum terpilih s€laku Kotua Formatur dan dibantu ol€h sekurang-
kurangnya 1 (satu) atau 2 (dua) orang Anggotia Fomaturuntuk diangkat dan disahkan oleh MUNAS.

(12)DPP Harian dapat mendirikan Badan-Badan Tingkat Nasional dari waktu ke waKu seqiai dengan
kebutuhan DPP dan mengangkat p€ngurus Badan-Badan tercebul menjadi bagian dad DPP
Lengkap.

{13)DPP berfungsi :
a. M€nyusun Roncana Sfategis lingkal Nasional, Pogram dan Kegiatan berbasis kinerja.
b. Melaksanakan PDgram dan Kegiatan PERKINDO dilingkat Nasional.
c. Mgn€tapkan keputusan-kepulusan organisasi yang tidak menjadi kewenangan pe€ngkat

organisasl yang lebih tinggi PERKINDO.
d. I\Ienyelenggarakan kegi€tan organjsasi yang dilakukan dalam rangka melaksanakan K€lotapan-

ketetapan MUNAS dan Koputusan Rapat Kerja Nasional, sesuaidengan kewenangannya.
e. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Program Nasional yang disopakati dalam

Rapat Kerj6 Nasional.
t N4ewakili PERKINDO di dalam maupun diluar pengad;l€n.

{14) DPP mempertanggungjaw€bkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada akhir masa baktinya
atau bilamana N4UNAS lstimewa menghendakjnya.

Pasal 18
Dewan Pengurus Daorah

(1) Pengurus PERKINDO ditingkat Daerah disebut DPD yang dipimpin oleh seo€ng Ketua.

(2) Susunan DPD meliputi:
a. DPD hadan terdiri darj seorang Ketua, dan sekurang-lcrangnya seo€ng Wakil Ketua, seoaang

Sek€taris s6rta seorang Bendahara-
b. DPD lengkap terdid dari DPD Harian dan pengurus Badan-Badan Tingkat Daerah yang diborfuk

oleh DPD dari waktu k€ waktu sesuaidengan kebutuhan DPD.

(3) Ketentuan Pasal '17 ayat (3) sampaiPasal(10) be.laku mutatis mutandis untuk DPO.

(4) DPD hadan disusun oleh Ketua torpilih selaku Ketua Foffatur dibantu oleh 2 (dua) o€ng Anggota
Formaturuntuk diangkat dan disahkan oleh MUSDA.

{5) DPD harian dapat mendirikan Badan-8adan Tingkat D€erah dari waktu ke waKu sesuai dengan
kebutuhan DPD dan mengangkat pengurus Badan-gadan tersebut menjadi baqian dari DPD Lengkap
sebagaimaira diperlukan.

(6) DPD berfungsj:
a. Menyusun Rencana Strategis tingkat Daerah, program dan kogiatan berbasis kine4a
b. Melaksanakan Prog€m dan Kegiatan PERKINDO di tlngkat Provinsi sebagai bagian dad

Program Nasional PERKINDO dibawah koordinasi DPP.
c. Melakukan Prcgram dan Kegiatan PERKINDO yang ditetapkan oleh I4USDA d€n atau Rapat

Kerja Dae|ah.
d. Menetapkan keputusan-keputusan organisasi ditingkat daerah yang menjadi wewenangnye

bedasarkan ketetao€n-ketet€oan MUSDA.
e. Menyelenggarakan kegiatan oBanisasi dl tingkat daerah yang diperlukan dal€m rangka

melaksanakan ketetaoan-keteiaoan MUSOA.
i Mer€komondasikan unluk mengangkatdan momberhentikan Anggota.
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f. Menetapkan Utusan Daerah yang behak menjadi Peserta Penuh MUNAS melalui Rapat DPD
LengKap

g. Mewakili PERKINDO di tingkat d€erah, di da'am maupun di luar pengadilan.

(7) DPD mempertqnggungjawabkan pelaksanaan fungsinya kepada IVIUSDA pada akhk masa baktinya
aiau bilamand MUSDA lstimewa menghendakinya.

Pasal '19
Dewan Pengaw€s

(1) Dewan Pengawas Pusau Dewan Pengawas Daerah befungsi melakukan pengawasan atas
pelaksanaan tugas DPP/ DPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
termasuk AD dan Angaran Rumah Tangg€; dan memberikan saran dan nasehat baik diminta maupun
tidak sehubungan dengan kegiatan internal PERKINDO kepada DPP/ DPD sekurangnya I (satu) kali
dalam 'l (satu) tahun.

(2) Susun€n Dewan Pengawas terdid dad seoEtng Ketua merangkap anggota, dan sekurang_ku€ngnya
seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris me€ngkap anggota serta beberapa
anggota Dewan Pengawas lainnya.

{3) Pembagian.tugas dan fungsi di lingkungan Dewan Pengawas diatur oleh Rapat Dewan Pengawas

(4) Dewan Pengawas dipilih oleh Fomatur dan diangkat dan diberhentikan oleh MUNAS di tingkat Pusat
dan oleh MUSDA di tingkat Daerah dengan masa bakti 5 (lima) tahun.

(5) Bilamana Anggota Dewan Pengawas berhalangan tetap maka dapat dilaksanakan pengg€ntian antar
waktu atas ekomendasi Majelis Pendiri.

(6) Dewan Pengawas Pusat mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya kepada MUNAS dan
Dewan Pengawas Daerah mempedanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya kep€da [4USDA pada
akhir masa baktinya.

Pasal 20
Dewan Kehormatan

(1)Dewan Kehormatan adalah perangkat organisasi PERKINDO yang berfungsi secara aktif membantu
DPP dalam implementasi Kode Etik dan Tata Laku Konsultan PERKINDO beserta petunjuk
pelaKsanaannya.

(2) Dewan Kehomatan terdiri dari seor€ng Ketla merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya
seorang Wakil Ketu€ merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota serta beberapa
anggota Dewan Kehormatan lainnya.

(3) Pembagian tugas dan fungsi Dowan Kehomatan diatur oleh Rapat Dewan Kehormatan.

(4) Dewan Kehormatan dipilih oleh Form€tur dan diangkat dan diberhentikan oleh MUNAS dengan masa
bakti 5 (lima) tahun.

(5) Bilamana Anggota Dewan Kehormatan berhalangan tetap maka dapat dilaksanakan penggantian
antar waktu €tas rekomendasi Majelis Pendiri.

(6) Dewan Kehormatan mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya kepad€ I,IUNAS pada akhir
masa baktinya.

(7) Dewan Kehormatan mempunyai kewenangan menetapkan bebagai keputusan bersifat final terkait



pelanggaran Kode Etik dan Tata Laku Konsultan beseda sanksinya, yang wajib dilaksanakan oleh
DPP dan aiau DPD.

Pasal 2l
ewan Pakar

(1) Dewan Pakar adalah perangkat organisasi PERKINDO yang memiliki kewenangan memberikan
masukan, baik diminta atau tidak, kepada DPP terhadap perkembangan berbagai hal dalam praktik
yang penting, yang berhubungan dengan kegiatan eksternal PERKINDO dalam pemberian
Konsultansi.

(2) Dewan Pakar tediri dari seorang Ketua m€rangkap anggota, dan sekurang-kuranghya seorang
Wakil Ketua merangkap anggota, seo€ng Sekreta s meEngkap anggota serta beberapa anggota
Dewan Pakar lainnya.

{3) Pembagian tugas dan fungsi Dewan Pakar diatur oleh Rapat Dewan Pakar.

(4) Dewan Pakar dipilih oleh Formatur dan diangkat dan diberhentikan oleh MUNAS d€ngan masa bakti
5 (lima) tahun.

(5) Bilamana Anggota Dewan Pakar berhalangan tetap maka dapat dilaksanakan penggantian antar
waktu atas rbkomendasi M€jelis Pendiri.

(6) Dewan Pakar mempertanggungjawabkan polaksanaan fungsinya kepada MUNAS pada akhh masa
baktinYa.

Pasal22
Badan-Badan

(1) Badan-Badan PERKINDO ditingkat Nasional dapat ditetapkan oleh [,/]UNAS dan atau djbentuk oleh
DPP atas rekomendasi Rapat Kerja Nasional.

12) Badan-Badan PERKINDO di tingkat Daerah dapat ditetapkan oleh MUSDA dan atau dibentuk oloh
DPo atas rekomendasi Rapat Kerja Daerah.

(3) Pimpinan Badan-Badan PERKINDO diangkat, diatur, diberhentikan dan bertanggungjawab kepada
perangkat organisasi yang mengangkatnya.

Pasal23
Rapat Keda

(1) Rapat Kerja Nasional berfungsi membuat keputusan dan memberikan rekomgndasi serta masukan-
masukan kepada DPP, se{a merupakan fonrm komunikasi antara DPP dan DPD.

{2) Rapat Kerja Nasionat dihadiri oleh DPP lengkap, Dewan Pengawas, Dewan Kehomatan, Dewan
Pakar, Ketua dan Sekreta s serta Bendahara DPD, dan Peserta Peninjau yang ditetapkan DPP

(3) Rapat Kerja Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kalidalam 2 (dua) tahun.

(4) Rapat Kerja Nasional menetapkan tentang :
a. Penjabaran Rencana Strategis PERKINDO.
b. Program dan Kegiatan Tahunan Nasional.
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.
d. Evaluasi Program dan Kegiatan Nasional tahun lalu
e. Agenda lain yang dianggap perlu.



(s)

(5)

(2)

(3)

Rapat Keia Daerah monetapkan tentang:
a. Program dan Kegiatan Tahunan Daerah, yang be*esesuaian dengan dan berpedoman pada

Program dan Kegiatan Tahunan Nasional
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
c. Evaluasi ProgEm dan Kegiatan Daerah tahun lalu
d. Agenda hin yang perlu.

Rapat Keia Daerah dihadirioleh Ketua Umum DPP atau yang mewakilinya, DPD lengkap, Anggota
daerah seda undangan lain yang ditetapkan DPD.

(7) Rapat Kerja Daerah diselenggarakan tiap tahun atau sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 tahun

Pasal24
rorum-forum lain

(1) Forum-forum dapat dibentuk sebagai media komunikasidan koordinasi untuk membah€s solusi atas
masalah-masalah spesifik di tingkat Nasional dan atau Daerah -

(2) Forum-forum lain tingkat nasional dapat dibentuk oleh DPP dan tingkat daerah oleh DPD sesuai
dengan kebutuhan.

(3) Forum-forum dan kepengurusannya tidak menjadi bagian dari DPP atau DPD.

. BAB IX
KEABSAHAN MUSYAWAMH DAN RAPAT KERJA

Pasal 25

(1) Kecuali yang ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 32 AD maka MUNAS dan MUNAS lstimewa
dinvatakan sah. bilamana :
a. Kepada utusan Daerah melalui DPD tolah dikidmkan undangan selambat-lambatnya 25 (dua

puluh lima) hari kalender sebelum dimulainya MUNAs dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari kalender sebelum dimulainya MUNAS lstimewa.

b. Dihadiri oleh % (setengah) plus satu darijumlah Utusan Daerah yang berhak

MUSDA atau MUSDA lstimewa dinyatakan sah bilamana :
a. Kepada Anggota di daerah yang bersangkutan telah dikirjmkan undangan selambat-lambatnya 20

{dua puluh) hari kalender sebelum dimulainya MUSDA dan selambat-lambatnya 25 (dua puluh
lima) harikalender sebelum dimulainya IIUSDA lstimewa.

b. Dihadhi oleh % (setengah) plus satu darijumlah peserta DaeEh yang borhak

Rapat Keda Nasional dinyatakan sah bilamana :
a. Kepada DPD telah dikirimkan undangan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender

sebelum dimulainya Rapat Kerja Nasional.
b. Oihadiri oleh DPP lengkap dan setengah plus satu dari jumlah peserta DPD atau yang

mewakilinya.

Rapat Kerja Daerah dinyalakan sah bilaman€ :
a. Kepada Anggota di daerah yang bersangkutan telah dikirimkan undangan selamballambatnya 15

(lima belas) hari kerja sebelum dimulainya Rapat Kerja Dae€h
b. Dihadiri oleh % (setengah) plu6 satu dari jumlah Anggota Daerah yang berhak

Dalam hal quorum tidak tercapai, maka Musyawarah dan Rapat Kerja ditunda setiap setengah jam
sekali dengan waktu penundaan paling lama 1 (satu) jam.

(6) Sesudah penundaan mencapai batas waktu I (satu) j€m quorum belum juga tercapai maka

(4)
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Musyawarah atau Rapat Kerja dapat diselenggarakan, serta segala ketelapan dan keputusan yang
diambil sah tanpa mempertimbangkan quorum kehadiran.

BAB X

- . KODE ETIK DAN TATA LAKU KONSULTAN

Pasal 26

(1) Dalam memenuhi kewajibannya, seluruh Anggota terikat pada Kode Etik Konsultan PERKINDO
sebagai berikut :

a. Menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, etika, moral, kemitraan dan independensi konsultan
antar Anggota dan anta€ Anggola dengan para pemangku kepentingan.

b. Menjaga kehormatan dan madabat protesi Jasa Konsultansi.

(2) Dewan Kehormatan wajib menyusun dan menyempumakan Kode Etik Konsultan PERKINDO dari
waklu ke waktu 

Pa.arzT
Dewan Kehormatan wajjb menyusun dan menyempumakan Tata Laku Konsultan PERKINDO, yang
berdasarkan Kode Etik Konsultan PERKINDO.

BAB XI
HARTA KEKAYAAN

Pasal2S

(1) PERKINDO memperoleh harta kekayaan o€anisasidari :
a. UangPangkalAnggota,
b. l-Jang luran Anggota
c. Hasil Usaha yang sah
d. Sumbangan yang tidak mengikat
e. Penghasilan da sumber-6umber lainnya yang 6ah.

(2) Pengelolaan serta pengunaan hada kekayaan organisasi tingkat Pusat menjadi wewenang serta
tanggungjawab DPP dan tingkat Daerah menjadiwewenang seda tanggungjawab DPD

(3) Tatalak6ana pengelotaan dan penggunaan hada kekayaan organisasi diatur dalam ART.

BAB XII
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 29

HaFhal yang belum diatur dalam AD ini €kan diatur dalam ART, yang ditetapkan dan disahkan oleh
MUNAS/ ITUNAS lstimowa-

PE^r"o"o*"i*%t'l*"oo.o*
Pasat 30

(1) Ketentuan-ketentuan dalam AD ini hanya dapat diubah, ditambah atau djhapus oleh MUNAS/
[rluNAS Istimewa.

(2) Keputusan perubahan AD harus disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) darijumlah suara sah pada waktu
pemungutan suara dilakuk€n khusus untuk itu.
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Pas€l 31
Pengesahan

AD PERKINDO disahkan pertama kalidalam MUNAS diJakarta pada tanggal2T Desomber2006.

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 32

Pembubaran PERKINDO hanya dapat ditakukan bedasark€n keputusan MUNAS lstimewa, yang khusus
diselenggarakan untuk itu dengan ketentuan
(1) Undangan MUNAS lstimewa harus disampaikan dengan pos tercatal kepada Utusan Daerah melalui

DPD sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) harikalender sebelum waKu penyelenggaraan.
(2) MUNAS lstimewa yang memutuskan pembubaran PERKINDO harus menetapkan ketentuan tentang

iikwidasi harta kekayaan PERKINDO.
(3) Jumlah peserta Utusan Daerah minimum 2l/3 (dua per tiga) jumlah Anggota seluruh Indonesia dan

jumlah peserta DPP minimum % (tiga per €mpat) jumlah pengurus DPP

BAB XV

, PENUTUP

Pa6al 33
., Aturan Peralihan

Penyesuaian dan perubahan yang diperlukan sebagai akibat adanya perubahan AD, harus diselesaikan
DPP dan DPD selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal ditetapkan
perubahan AD PERKINDO.
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PERKINDO

PSRSATUAI'I |(ONSUITAN INDONES1A
( PERKINDO }

AI'IGGARAN RUMAH TANGGA
MUI(ADIMAH

Selu.uh lstilah yang
dengan lstil€h yang
dinyatakan b€rbeda.

BAB I
PENGERTIAN UfiIUM

Pagal I
Oefln|3l

dipergunakan dahm Anggaran Rumah Tangga memiliki pengertian yang sama
dip€rgunakan dalam Anggaran Dasar, kecuali sec:|r€r tegas disebu{kan atau

AAB II
L.AMBANG

r/a,sat 2
LamDang

(1) PERKINDO memilikiLambang sebagaibedkut dibawah ini:

$o 
sutt4, .

PERKINDO

i

3r

?t$e-,;*aat {ala-' &r4aVa

Lima helai daun kipas melambangkan keb{rlatan tokad bahwa p€rjuangan Anggota berlandaskan
Pancasila, yang dis€mangati clengan sinergisme lima nilai dasar PERKINDO yaitu moral, etika,
prcfesionalisme, kemitraan dan ind€pend€n9i.
Wama biru melambangkan bahw€ karakteistik pelayanan PERKINDO adalah terkonsentEsi, cerdas
dan blaksana membina kerjasama.

(2) Lambing PERKINDO wajib dipasang sebagai lambang resmi organisasi dalam berbagai media cetak,
bendera dan peralatan lain, y€ng tidak akan moaendahkan madabal organisasi.

T- rq /zt \x
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BAB III
KEANGGOTAAN

Pasal 3

_ Syarat-syarat Keanggotaan

(1) Legalitas Anggota diatur sesuai deng€n ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku seti€p saat
di lndonesia.

(2) Kebijakan persyaratan keanggotaan ditetapkan dalam MUNAS.

(3) Calon Anggota wajib memahami Kode Etik dan Tata Laku Profesi Anggota PERKINDO

Pasal 4
Domisili dan Wakil Anggota

(1) DomisiliAnggota sesuaidengan domisili resmi usaha Anggota.

(2) Setiap Anggota yang merupakan Konsuttan Perusahaan diwakili oleh Direksi selaku
penanggungjawab sebagaimana terdaftar dalam Kartu Tanda Anggota (KTA) selaku WakilAnggota
dalam berbagai kegiatan PERKINDO.

(3) Penanggung jawab Konsultan Perusahaan tecebut diata6 jika berhalangan dapat menunjuk anggota
Direksi lainnya sebagai Wakil Pengganti atau salah satu karyawan sebagai wakil perusahaan
dengan Surat Kuasa Khusus yang bermete€icukup.
Untuk menghindari keragu-raguan, komisads atau pengawas tidak berwenang mewakili Anggota
yang merupakan Konsultan Perusahaan tersebut dan tidak boleh menedma kuasa direksi atau
pengurus untuk mewakiti badan us€ha tersebut.

Pa6al 5
Prosedur Penerimaan Anggota

(1) Penerimaan Anggota Penuh/ Anggota Terbatas dilakukan sebagai berikut:
a. Pemohonan sebagai Anggota Penuh harus diajukan tertulis kepada DPD dengan tembusan

keDada DPP.
b. DPD meneliti permohonan teFebut dan momeriksa keadaan fisik calon Anggota.
c. Jika memenuhisyarat, DPD memberikan rekomenda6i kepada DPP dalam waktu 20 (dua puluh)

hari k€lender terh itung mulai tanggal diterimanya surat permohonan tersebut.
d. DPP mengumumkan secara tertulis kepada seluruh calon Anggola melalui DPD atas diterimanya/

ditolaknya calon Anggota dalam jangka waktu selambaflambatnya 10 (sepuluh) hari k€lender
setelah diterima rckomendasi dari DPD.

e. Kartu Tanda Anggota dikeluaftan oleh DPP melalui DPD.

(2) Penerimaan Anggota Asing
a. Permohonan sebagai Anggota Asing harus diajukan tertulis kepada DPP.
b. DPP meneliti permohonan tersebut dan memeriksa keadaan fisik calon Anggota.
c. Jika memenuhi syarat, DPP mengumumkan secara tertulis kepada seluruh calon Anggota atas

ditenmanya/ ditolaknya calon Anggota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari
setelah DPP meneliti permohonan tersebut.

d. Kartu Tanda Anggota dikeluarkan oloh DPP.

(3) Penerimaan Konsultan Perorangan
a. Permohonan sebagaiAnggota Konsultan Perorangan harus diajukan tertulis DPP.
b. DPP meneliti permohonan tersebut dan memeriksa keadaan fisik calon Anggota.
c. Jika memenuhi syarat, DPP mengumumkan sec€ra tertulis kepada seluruh calon Anggota atas

diterimanya/ ditolaknya calon Anggota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari
setelah DPP meneliti pemohonan tersebut.

d. Kartu Tanda Anggota dikeluarkan oleh DPP.



Pasal 6
Kewajiban Anggota

Setiap Anggota wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku, AD dan ART, Kode Etik
dan Tata Laku Profesi PERKINDO, serta wajib:
1. l\,4elunasi semud kewajiban keuangan keanggotaan.
2. lvengikuti pen€taran Kode Etik dan Tata Laku Profesi.
3. Memutahirkan data keanggotaan kepada DPP melalui DPD selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari

kalender,

Pasal 7
Pedindungan Hak Anggota

{1) Bibmana Anggota meGsa haknya masih tidak terpenuhi oleh perangkat organisasi PERKINDO,
maka Anggota tersebut berhak mengajukan keberatan tertulis kepada perangkat organisasi y€ng
jenjangnya lebih tinggi.

(2) Dalam waktu selambaflambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender, perangkat organisasi yang m€nerima
keberatan tersebut harus mengeluarkan keputusan tertulis dan mengambil tindakan seperlunya.

Pasal 8
' Berakhirnya Keanggotaan

(1) Berakhimya keanggotaan kaaena pengunduran dii atas pormintaan sendiri harus dinyatakan secara
tertuli6 kepada DPD bagi Anggota Penult Anggota Tebatas dan kepada DPP bagiAnggota Asing
dan Anggota Konsultan Perorangan. Segala hak dan kewajiban Anggota sampai dengan tanggal
berakhirnya keanggotaan harus tetap dapat dilaksanakan dan diselesaikan sebagaimana mestinya.

(2) Berakhimya keanggotaan Anggota Penuh/ Anggota Tebatas sebagai sanksi PERKINDO karena
tidak dipenuhinya persyaratan keanggotaan atau karena pelanggaran organisasi, dilakukan oleh DPP
dengan mengelua*an Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan setelah memperoleh
rekomendasi dari DPD.

(3) Berakhirnya keanggotaan Anggota Asing sebagai sanksi PERKINDO karena tidak dipenuhinya
persyaratan ke€nggotaan atau karcna pelanggaran organisasi, dilakuk€n oleh DPP dengan
mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan.

(4) Berakhirnya ke€nggotaan Anggota Konsultan Perorangan sebagai sanksi PERKINDO karena tidak
dipenuhinya persyaratan keanggotaan atau karena pelanggaran organisasi, dilakukan oleh DPP
dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan.

(5) Befakhirnya keanggotaan karena pelanggaran terhadap Kode Etik dan Tata Laku Konsultan
diputuskan oleh Dewan Kehomatan. Tata cara dan prosedur pengakhiran keanggotaan diputuskan
oleh Dewan Kehormatan berdasarkan Keputusan Rapai Kerja Nasional. Keputusan pengakhiran
tersebut dilaksanakan oleh DPD bagi Anggota P6nuh / Anggota Terbatas dan DPP bagi Anggota
Asing dan Anggota Konsultan Perorangan.

(6) Berakhirnya keanggotaan diumumkan secaE tertutis oleh DPP kepada seluruh Anggota.

(7) Anggota yang berhenti karena pelanggaran organisasidan atau persyaratan keanggotaan tidak dapat
dite.ima menjadi Anggota sekurang-kurangnya '1 (satu) tahun terhitung sejak Anggota tersebut
diberhentikan.

(8) Anggota yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran Anggota dalam waktu 3 (tiga) tahun
berturut-turut kehilangan hak suaranya dalam pengambilan keputusan pada l\rusyawarah dan forum-
forum organisasi PERKINDO.

(9) DPP melalui DPD membatalkan dan menarik kembali Kartu Tanda Anggota dariAnggota yang telah
berakhir keanggotaannya.

.'---.--./ \ i\ t / u o
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BAB IV
PENGURUS

""oru,li"T'rlnnu'',"
(1) Calon pengurus pada DPP dan DPD adalah calon yang harus memenuhi pe6yaratan sebagaibedkut:

a. Calon teBebut adalah Wakil Anggota Penuh atau Wakil Pengganti dari Anggota Penuh atau
Anggota Asing seperti yang dimaksud dalam Pasal4 ayat (2) ART.

b. Calon terebut adalah Warga NegaG Indonesia yang tidak dihukum/sedang menjalani hukuman
berdasarkan pada suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau
keberadaannya tidak melanggar peratufan perundang-undangan yang bedaku

c. Calon tersebut telah mengikuti dan lulus Latihan Kepemimpinan (LK) tingkat ll yang
diselengarakan oleh PERKINDO

(2) Anggota Penuh/ Anggota Terbatas/ Anggota Asing/ Anggota Konsultan Perorangan hanya
diperkenankan mempunyai 1 (satu) wakildalam semuajenjang kepengurusan PERKINDo

(3) Setiap Pongurus yang diberhentikan atau mengundurkan diri pada masa bakti kepengurusannya
tanpa alasan yang wajar yang dapat disetujui oleh DPP/ DPD akan kehilangan hak dipilih pada masa
bakti kepengurusan befi kutnya.

Pasal 10
Program Kerja

(1) DPP menetapkan program kerja pada tingkat Nasional be.dasarkan ketetapan-ketetapan MUNAS dan
berpedoman Rencana Strategis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah DPP
Lengkap terbentuk.

(2) DPD menetapkan program kerja pada tingkat DaeEh berdasarkan ketetapan-ketetapan MUSDA dan
berpedoman Rencana Strategis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah DPD
Lengkap terbentuk.

Pasal 'l1

Tata Keda Kepengurusan dan
Rapat Dewan Pengurus

(1) DPP / DPD selamballambatnya 30 (tiga putuh) hari kalender sejak ditetapkan l,ilUMS/MUSDA wajib
menyusun dan mensahkan tala ke4a kepengurusan yang bedsikan antara lain :

a. Perencanaan strategis dan capaian kineda.
b- Ljraian tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab setiap anggota DPP / DPD.
c. Mekanisme o€anisa6i dan tata tertib Rapat DPP/DPD.
d. Bak! kinefja masing-m€sing Pengurus.
e. Sanksidan Prosedurnya.

(2) Rapat Dewan Pengurus Harian diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kalidalam 30 (tiga puluh) hari
kalende., sedangkan Rapat Dewan Pengurus Lengkap diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali
dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender.

(1) Pengurus DPP / DPD
masa kepenguntsannya
a. l\,,lengundurkandiri
b. l /eninggaldunia

Pasal 12
Penggantian anggota DPP/ DPD

dinyatakan berhenti €tau tidak dapat meneruskan jabatannya sampai akhir
bilamana yang bersangkutan :

penguru6 sebagaimana diatur dalam pasal I ART dan tidak
tata tertib dan baku kinerja sebagaimana diatur dalam pasal

c. Tidak lagi memenuhi peEyaratan
memenuhi mekanisme organisasi,
11 butir b dan cART.
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(2) Bilamana oleh salah satu sebab seperti tersebut dalam ayat (1) di atas Ketua lJmum DPP
berhalangan tetap, Rapat DPP Harian wajib memilih penggantinya dari antar€ p€ra Wakil Ketua
Umum DPP.

(3) Bilamana oleh-;lah satu 6ebab sepertitersebut dal€m ayat (1) diatas, Ketua DPD berhalangan tetap'
R€pat DPD Lengkap wajib memilih penggantinya dari antaE para Pengurus DPD harian yang ada

(4) Bilamana oleh salah satu sebab sepertite6ebut dal€m ayat ('1) diatas seorang Pengurus DPP / DPD
lengkap berhalangan tetap, maka Rapat DPP / DPD Lengkap dapat menetapkan penggantinya' yang
memenuhi sya€t-syarat kepengurusan seportiyang dimaksud dalam Pasal 9 ART

(5) Rapat DPP / DPD sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4), diaias harus dihadiri
oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) da.ijumlah anggoia DPP / DPD Harian.

Pasal '13

Dewan Pengawas

Anggota Dewan Pengawas Pusat terdiri daai iokoh masya€kat dan atau tokoh profesi yang dinilai
berpotensi baik untuk membed advis dan pertimbangan sehubungan dengan kegiatan anternal
PERKINDO kepada DPP / DPD yang berjumlah gasal.

Pasal14
. Dewan Kehoamatan

(1) Dewan Kehormatan terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai kepribadian dan reputasi
baik dalam menialankan profesinya 6erta mempunyai perhatian terhadap kehormatan profesi
Konsultan.

(2) Sidang Dewan Kehormatan bersifat tedutup dan €hasia, kecuali bilamana ditentukan atau
diputuskan lain oleh sidang tersebut.

(3) Dewan Kehormatan wajib menyusun Tata Laku Profesi Konsultan berdasarkan Ketetapan MUNAS.

(4) Dewan Kehormatan memutuskan tatacara persidangan pelanggaran Kode Etik dan Tata Laku Profesi
Konsultan.

(5) Dewan Kohormatan wajib dan berwenang meneliti dan memeriksa laporan pelanggaran Kode Etik
dan Tata Laku Profesi Konsultan, lalu memutuskan sanksi atau rehabilitasi bagiAnggota terkait untuk
disahkan oleh DPP yang berjumlah gasal.

Pasal 15
Dewan Pakar

(1) Anggota'Dewan Pakar terdiri dari orang-perorangan yang telah diakui kepakaran dalam bidang
keihuan €tau bidang lainnya oleh masyarakat yang memiliki kemampuan yang mumpuni untuk
memberikan masukan kepada DPP tentang bebagai hal yang berhubungan dengan kegiatan
eksternal PERKINDO dalam pemberian Konsultansi.

(2) lrasing-masing anggota Dewan Pakar dapat membedkan masukannya secara independen atau
bersama-sama dengan anggota Dewan Pakar lainnya

T-r< /z \.qe 1



BAB V
PEMILIHAN DPP/DPD

Pasal 16
anitia Pemilihan

(1) Panilia Pemilihan adalah WakilAnggota yang diangkat oleh DPP dalam pemilihan Ketua Umum dan
Formatur DPP, serta Wakil Anggot€ yang diangkat oloh DPD dalam pemilihan Ketua dan Formatul
DPD,

(2) Panitia Pemilihan terdi dad 6eorang Ketua Panitia merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya
seorang Sekretaris Panitia merangkap anggota serta beberapa anggota lainnya.

(3) Jumlah seluruh Panitia Pemilihan ada'ah gasal-

(4) Biaya pelaksanaan Pemilihan DPP/ DPD ditanggung PERKINDO.

(5) Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Fomatur DPP bertanggungjawab kepada DPP dan Panitia
Pemilihan Ketua dan Formatur DPD bedanggungjawab kepada DPD.

(6) Panitia Pemilihan harus terbentuk dan mulai bekerja sekurang-kuranya 90 (sembilan puluh) harj
kalender sebelum MIJNAS d€n atau MUNAS lstimewa serta MUSDA dan atau MUSDA lstimewa.

(7) Panitia pemilihan bekerja bersasa*an tata tertib pemilihan yang sudah disahk€n dan AD dan ART
PERKINDO

(8) Panitian pemilihan wajib menyusun jadual penjaringan calon Ketua Umum secara jelas, dan
menetapkan persyaratan, kriteria penilaian calon sesuai AD dan ART dan tidak dipeDolehkan
menambah persyaratan diluar ketentu€n yang bedaku.

Pas€l 17
Cara Pemilihan

(1) Kepengurusan PERKINDO masa bakti pertama khusus diatur sebagai befikut :
a. DPP harian, Dewan Pengawas Pusat, Dewan Kehormatan dan Dewan Pak€r ditetapkan dengan

I\rusyawarah lvlajelis Pendiriyang tertu€ng dalam Akte Pendhian PERKINDO.
b. DPD dan Dewan Pengawas Daerah diputuskan oleh DPP.
c. DPP/ DPD harian, Dewan Pengawas Pusau Dewan Pengawas Daerah, Dewan Kehormatan dan

Dewan Pakar dapat menambah anggotanya.

(2) Pemilihan kepengurusan masa bakti kedua dan 6eterusnya dilakukan dongan ca.a langsung, bebas
dan rahasia serta bertahap sebagai berikut :

a. Bakal Calon Ketua Umum mengajukan surat kesediaan bermateraicukup kepada Majelis Pendki
melalui Panitia Pemilihan Ketua Umum DPP dan Bakal Calon Ketua mengajukan surat kesediaan
bermeterai cukup kepada Majelis Pendiri melalui Panitia Pemilihan Ketua DPD.

b. Majelis Pendiriakan memutuskan dan merekomendasikan Bakal Calon yang lulus uji kepatutan
dan kelayakan dalam persidangan lrajelis Pendiri.

c. Tahap pencalonan bagi Bakal Calon yang telah dinyatakan lulus oleh lvajelis Pendiri
menghasilkan:
'1) lvlaksimal 7 (tujuh) dan minimal 5 (lima) nama, yang selanjutnya dipilih oleh Anggota yang

berhak memilih dalam pemilihan tingkat nasional.
.2) Maksimal 5 (lim€) dan minimal 3 (tiga) nama, yang selanjutnya dipilih oleh Anggota yang

berhak memilih dalam pemilihan tingkat Daerah.
d. Tahap pemilihan menghasilkan :

1) Seorang Ketu€ umum DPP selaku Ketua Formatur dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang Anggota
Formatur, yang dilakukan dalam sidang MUNAS.

2) Seorang Ketua DPD selaku Kella Formatur dan I (satu) atau 2 (dua) orang Anggota
Formatur, yang dilakukan dalam sidang MUSDA.
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(3) Pelaksanaan Tahap Pemilihan dalam Sidang I4UNAS dan Sidang IVUSDA dipimpin oleh Panitia
Pemilihan.

(4) Dalam Tahap P;milihan calon Ketua Umudv Formatur DPP, setiap utusan Daerah berhak atas 1
(satu) suara untuk satu calon Ketua Umum DPP.

(5) Dalam Tahap Pemilihan calon Ketua DPD, setiap peserta berhak atas 1 (satu) suala untuk satu calon
Ketua DPD.

(6) Tahap Pemilihan dilakukan setelah sidang MUNAS / Sidang MUSDA menerima dan mensahkan
lapo€n pertanggungjawaban DPP / DPD.

(7) Tata cafa pemilihan di atur oleh Panitia Pomilihan yang harus dapat menjamin :
a. Tingkat kerahasiaan sulat suara pemilih.
b. Dapat dikontrol dan dibuktikan bahwa surat suara yang dikirim kepada Anggota telah di terima

oleh Anggota yang mempunyaihak pilih.
c. Dapat dihindari penggunaan hak suara oleh yang tidak berhak.
d. Cukup waKu bagi pemilih untuk memasukkan dan ateu menghim su€t suaEnya.

Pasal '18

calon dan Pencalonan

(1) Setiap WakilAnggota atau WakilAnggota Pengganti yang memenuhi syarat menjadi anggota DPP /
DPD, berhak mencalonkan diri atau dicalokan oleh Anggota lain dalam pemilihan Kotua Umum DPP
dan atau Ketua DPD.

(2) Setiap Anggota Penuh/Anggota Terbatat Anggota Asingy' Anggota Konsultan Perorangan yang lidak
kehilangan hak piljhnya berhak mengajukan satu orang untuk menjadi calon Ketua Umum DPP dan
atau Ketua DPD sesuai dengan tata cara pencalonan yang djtentukan oleh Panitia Pemilihan

{3) Krileria Ketua Umum DPP atau Ketua DPD adalah:
a. Anggota yang tidak kehilangan status keanggotaannya.
b. Mempunyai pengalaman berorganisasi dalam PERKINDO dan pernah menjadi Anggota Dewan

Pengurus PERKINDO:
1) Calon Ketua Umum DPP pemah menjadi Pengurus DPP Harian dan atau Pengurus DPD

Harian.
2) Calon Ketua DPD pemah menjadi Pengurus DPO.

c- Telah mengikutidan lulus Latihan Kepemimpinan Tingkat lll yang disglenggarakan oleh DPP.

Pasall9
Pemilih

Pemilih adalah Anggota yang pada saat pemilihan dilang6ungkan tidak kehilangan hak pilihnya.

Pas6l 20
Fomatur

1. Calon Ketua Umum DPP yang memperoleh suara terbanyak secara langsung menjadi Ketua umum
DPP.sekaligus selaku Ketua Formatur, dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang yang memiliki 6uara terbanyak
berikutnya menjadi Anggota Form€tur.

2. Calon Ketu€ DPD yang memperol€h suara terbanyak secara langsung menjadi Ketua DPD sekaligus
selaku Ketua Formatur, dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang yang memiliki suara terbanyak berikutnya
menjadi Anggota Formatur.



3. Ketua Formatur dibantu oleh Anggota Formatur melaksanakan Rapat Formatur, menyusun minimal
Dewan Pengurus Hafian untuk diangkat dan disahkan oleh Musyawarah yang memilihnya.

4. Anggota Formaturtid€k diharuskan menjadipengurus pada DPP/ DPD.

Pasal2l
S6rah Terima

(1) Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah DPP/ DPD baru ditetapkan,
DPP / DPD lama sudah haru6 serah terima kepengurusan kepada DPP / DPD baru.

(2) Serah terima diatas antara lain menyangkut pemindahan tanggungjawab, meliputi :
€- Keuanganorganisasi,
b. Inventaris organasasi,
c. Kegiatan organisasiyang sedang be{alan.

BAB VI
MUSYAWARAH

;?1^i'
(1) Peseia l,rUNAS/ MUSDA terdiri dari Peserta Penuh dan Peserta Peninjau.

{21 Peserta Penuh MUNAS I
a. Utusan Daerah

(1) Setiap Utu6an Daerah adalah Peseda Penuh MUNAS yang mempunyai 1 (satu) hak suara.
lJtusan Dae€h terdid dari Anggota Penuh yang telah ditetapkan oleh Rapat DPD lengkap
dan mempunyai '1 (satu) hak suara untuk sotiap 10 (sepuluh) Anggota, dengan ketentuan
bahwa kelebihan 6 (enam) hingga I (sembilan) Anggota mendapat 1 (satu) suatu tambahan.
Bilamana Anggota suatu Daerah kurang dad '10 (6epuluh), maka Daerah yang bersangkutan
mempunyai 1 (satu) hak suara.

(2) Bilamana seofang Utusan Daerah tidak dapat hadir dalam MU||AS, mak€ suara yang
menjadi haknya hanya dapat dikuasakan kepada seorang Utusan Daerah yang
bersanokutan.
a. Setiap satu utusan Daerah hanya dapat menedma 1 (satu) Surat Kuasa.
b. Setiap Pengurus DPP Lengkap / Dewan Pengawas, Dewan Kehomatan dan Dewan

Pakar adalah Peserta Penuh MUNAS namun tidak mempunyai hak suafa, kecuali
bilamana yang bersangkutan ditetapkan sebagai Utusan Daerah yang mempunyai hak
suara dari Daerah dimana keanggolaannya berada.

Peserta Penuh MUSDA I
a. Anggota

Setiap Anggota di Daerah tersebut yang telah disahkan sebagaiAnggota PERKINDO sekurang-
kurandnya '15 (lima belas) hari kalender sebelum [,ilIJSDA diselenggarakan adalah Peserta Penuh
IVIUSDA, yang mempunyai 1 (satu) hak 6uara.

b. DPD lengkap
Setiap Pengurus DPD Lengkap adalah Peserta Penuh MUSDA namun tidak mempunyai hak
suara kecuali bilamana yang becangkutan hadir sebagaiAnggota yang mempunyai hak suara.

Peserta peninjau MUNAS/ MUSDA adalah:
Undangan-undangan lain yang ditetapkan oteh DPP/ DPD untuk mengikuti [TUNAS / MUSDA adalah
Peserla Peninjau.

(3)

\4)
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Pasal 23
Penyelenggaraan, Tempat dan Biaya Musyawarah

(1) l\4UNAS/ MUSDA diselenggarakan oleh DPP / DPD dengan mengangkat panitia pemitihan, panitia

t2)
(3)

Pengarah dan_ Panitia Pelaksana.

Panitia Pemilihan be.tugas sesuai dengan ketentuan pada P€sal 16 ART.

Panitia Pengarah bertugas mempersiapkan Encangan aca.a dan tata tedib sidang serta memimpin
Sidang Pleno pemilihan Pemimpin Sidang Pleno MUNAS / MUSDA.

Panitia Pelaksana bertugas menyeienggarakan kegiatan fisik MUNAS / MUSDA.

Tempat dan biaya penyelenggaraan MUNAS/ MUSDA diputuskan oleh MUNAS/ MUSDA, latu
dipertanggungjawabkan oleh iTUNAS / MUSDA.

Pasal24
Pemimpin Sidang, Acara dan Tata Tertib Sidang

('l) Pemimpin Sidang MUNAS / MUSDA djpilih oleh Sidang Pleno MUNAS / [4USDA, yang dipimpin ot6h
suatu panitia yang disusun dan dibentuk untuk keperluan itu (Panitia Pengarah).

(2) Pemimpin Sidang MUNAS terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, sekurang-kurangnya
seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Seketaris merangkap anggota, dan 2 (dua) oiang
anggota lainny€, sedangkan Pimpinan Sidang MUSDA tedi dari seorang Ketua merangkap
anggota, sekurang-kurangnya seoEng Sekretaris merangkap anggota dan seoEng anggota lainnya.

(3) Rancangan acara dan tara tertib sidang MUIIAS harus dikirim ke DpD selambaftambatnya 20 (dua
puluh) hari sebelum penyelenggaraan MUNAS, sedangkan rancangan acaE dan tata tertib sidang
MUSDA harus dikirim ke Anggota selambat-lambatny€ 10 (sepuluh) h€ri sebetum penyetenggaraan
MUSDA,

(4) Acara dan Tata Tertib Sidang harus disahkan oleh Sidang Pleno MUNAS / MUSDA, yang dipimpin
oleh Panitia Pengarah.

r, 
"o", ",,'i,ii"L%DA rsrimewa

(1) ITUNAS lstimewa seperti yang dimaksud dalam Pa6al 16 ayat (7) AD dapat diselenggarakan
bilamana memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
a. Diputuskan DPP lengkap yang dihadki oleh seku€ng-kurangnya 2/3 (dua pertiga) d€ri jumlah

anggota Pengurus.
b. Diputuskan Rapat Kerja Nasionalyang dihadid sekurang-kurangnya 2/3 (dua pediga) DpD.
c. Diusulkan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) darijumlah Anggota pERKtNDO.

(2) [/]UNAS lstimewa tersebut harus diselenggarakan oteh DPP selamballambatnya 90 (sembihn puluh)
hari kalerider setelah usul yang memenuhi ketentuan ay€t 1 di atas diterima.

{3) Bilamana setelah 90 (sembilan puluh) hafikalender DPP lidak menyelenggarakan MUNAS lstimewa
iiu, maka DPD yang mengusulkan penyelenggaraan tersebut dapat membentuk panitia yang
dipedukan untuk menyelenggarakan MUNAS l6timewa.

(4) l\rlUSDA lstimewa 6epefti yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) AD d€pat diselenggar€kan
bilahana :

(4)

(5)

a. Diputuskan Rapal DPD lengkap yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari
jumlah anggota Pengurus.

b. Diputuskan Rapat Kerja Daefah yang dihadid sekurang-kurangnya 2/3 (dua
Anggota.

c. Diusulkan sejumlah 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggoia di Daerah tersebut.

pertiga) jumlah
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(5)

(6)

(1 )

\2)

DPD harus menyelenggarakan MIJSDA lstimewa selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari kalender
setelah usulditerima.

Bilamana setelah 60 (enam puluh) hari kalender DPD tidak menyelenggarakan MUSDA lsfmewa itu,
maka DPP harus membentuk Panitia yang dipedukan untuk menyelenggarakan MIJSDA lstimewa
tersebut,

BAB VII
KODE ETIK DAN TATA LAKU PROFESI KONSULTAN

Pasal 26
Penyusunan dan Pengesahan

Kode Etik Konsultan PERKINDO disahkan serta dinyatakan berlaku oleh MUNAS / MUNAS lstimewa-

Penyempurnaan seda perubahan Kode Etik Konsultan PERKINDO dapat dilakukan oleh
a. MUNAS dengan persyaratan bahwa rancangan perubahan yang disusun oleh Dewan

Kehormatan telah disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum
MUNAS.

b. MUNAS lstimewa yang diusulkan oleh Dewan Kehormatan atau DPP atau Rapat Keda Nasional
atau sekurang-kurannya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota.

Pa6al27
... Prosedur Pelaporan dan Pemeriksaan

Perangkat PERKINDO, Anggota, Pengguna Jasa ataupun masyarakat dapat menyampaikan laporan
seoa€ langsung ataupun tidak langsung kepad€ Dewan Kehormatan atas terjadinya pelanggaran
Kode Etik dan Tata Laku Prcfesi Konsultan.

Laporan tertulis mengenai indikasi pelanggaran Kode Elik dan Tata Laku Prcfesi Konsuttan dapat
di6ampaikan kepada Dewan Kehormatan dengan tembusan kepada DPP dan DPD.

Perangkat Organisasi serta Anggota PERKINDO wajib membantu tugas-tugas Dewan Kehormatan
bilamana dimint€ oleh Dewan Kehormatan.

Dewan Kehormatan setelah menerima laporan tertuli6 bersidang untuk meneliti seda menetapkan
putusan sesuai dengan pedoman sanksi atas pelangga€n Kode Etik dan Tata Laku Prcfesi
Konsultan PERKINDO, dengan teiebih dahulu mendengartan kete€ngan DPD bersangkutan.

Dalam melakukan tugasnya, Dewan Kehormatan harus memberi kesempatan kepada Anggota yang
dilaporkan untuk membela did.

Pasal 28
Sanksi dan Rehabilitasi

Sanksi dikenakan dan rehabilitasi diberikan kepada Anggota sehubungan dengan pelanggaran Kode
Etik dan Tata Laku Profesi Konsultan.

(1 )

(2)

(3)

(4)

(5)

( 1 )

(2) Pedoman sanksidan rehabilitasi disusun oleh Dewan Kehormatan dan disahkan oleh DPP.

(3) Sanksi maupun rehabiljtasi sehubungan dengan pelanggaran Kode Etik dan Tata Laku Profesi
Konsultan yang telah diputuskan Dewan Kehormatan wajib dilabanakan oleh DPP dan DPD
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah putusan disampaikan.

(4) Peninjauan kembali atas sanksi atau rohabilitasi hanya dapat dilakukan oleh Dewan Kehomatan jika
ada pihak yang mengajukan fakta baru.
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BAB VIII
HARTA KEKAYAAN

Pasal 29

_ Uang Pangkal, luran dan U6aha_usaha lain

(1) Besarnya uang pangkal maupun iuran bulanan Anggota Penuh / Anggota Terbatas / Anggota Asing dan
Anggota Konsultan Perorangan ditetapkan oleh Rapat Keda Nasional

(2) PERKINDO dapat membuat dan menyelenggarakan be$agai mac€m usaha-usaha lain untuk
memperoleh dan mengembangkan dana sepertiyang ditentukan dalam Pa6al28 ayat (1) Butirc. dan e.
AD dapat dilakukan oleh Badan-Badan PERKINDO.

(3) PERKINDO juga dapat menerima penghasilan lain dari segala maca sumber yang sah

(4) Proporsi pembagian dana organisasi untuk keperluan operasional DPP dan DPD serta tata cara
pertanggungjawabannya diputuskan oleh Rapat Kerja Nasional bedasarkan Ketetapan MLJNAS.

Pasal 30
Pembukuan dan Tahun Buku

(1) Tahun buku PERKINDO dimulai tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember tahun yang

(2) Seturuh pemasukan dan pegeluaran uang harus dibukukan sesuai dengan Prinsip Akuntansi
lndonesia.

(3) DPP / DPD menetapkan Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan (audit) pembukuan
PERKINDO tingkat Nasional maupun Daerah.

(4) Audit pembukuan DPP / DPD dilakukan pada setiap akhir pembukuan.

Pasal 3'1
Pengurusan Kekayaan

(1) DPP dan DPD wajib mengelola seluruh harta kekayaan PERKINDO selama masa baktinya.

(2) Keputusan untuk memindahkan hak milik, pembelian/pengadaan asset atau menjaminkan asset
kepada pihak lain, baik asset bergerak ataupun tid€k bergerak milik PERKINDO, harus diputuskan
sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) jumlah peserta dalam Rapat Keria Nasional/ Rapat Kerja
Daerah, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Pengurus DPP/ DPD yang
berhak hadir.

(3) Dalam halterjadi pembubaran seperti yang dimaksud dalam Pasal 32 AD, maka MU|{AS lstimewa
wajib secafa langsung menetapkan perihal pemindahan harta kekayaan PERKINDO.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN RUXIAH TANGGA

Pasal 32
Syarat Perubahan

('l) ART atau bagian dad ART hanya dapat diubah oleh I,/IUNAS / MUNAS l6timewa.

(2) Ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk merubah AD sebagaimana ditetapkan dalam Pasal29
AD berlaku juga untuk perubahan terhadap ART.

(3) Kepulusan perubahan ART harus disetujui oteh sekurang-kurangnya lebih darl % (tiga perempat)
jumlah suara yang hadir dalam [TUNAS / MUNAS lstimewa.
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Pa6al 33
Pengesahan Perubahan

ART PERKINDO disahkan pertama kalinya dalam MUNAS P€rtama di Jakafia pada tanggal 27
uesemDetzuuo. -

BAB X
PENUTUP

Pasal 34
Aturan Peralih€n

Ponyesu€ian dan perubahan organisasi beseda tata laksananya, yang diperlukan sebagai akibat
perJbahan ART, harus diselosaikan DPP dan DPD selambatlambatnya 60 (enam puluh) harikalendel
setelah tanggal diteiapkannya perubahan ART PERKINDO
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